SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS 11
Nomor : 40/KPAWI1T-A4/0T1.1./12026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS 1l TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS 11

Menimbang: a Bahwa keterbukasn pelayanan  informasi yang efektif dan  efisien  merupakan
bagian duri komitmen Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam  melaksanakan
reformasi birokrasi lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan
di bawahnya;

b. Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 144/ KMA/SK/VITE2007
ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pelaksanaan
keterbuknan informasi yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik dan peraturan  Komisi Informasi Nomor | Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan yang efektif dan efisien
serta sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  diperlukan  pedoman
pelayanan imformasi yang sesusi dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan;

d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiman surat keputusan ini dipandang
cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas;

Mengingar: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah  Agung scbagaimana
telah divbah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung:

3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama  sebagaimana
telah  diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009;

. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Temtang Pelayanan Publik;

Undang- Undan Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2010 tentang  Standar  Layanun
Informasi Publik:

7. Surat Keputusan Ketun Mahkamah Agung Rl Nomor 2-144/KMA/SK/VIIE2022

Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan:
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Menetapkan :

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima
Keenam

Tembusan :

8. Surmt Keputusan Ketua Mahkamah Apung RI Nomor 076/KMA/SK/V1/2009

Tentang Pedoman Pelaksansan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga
Peradilan;

. Surnt  Kepulusan Wakil Ketua  Mahkamah Agung  RI Bidang Non Y udisial

Nomor O01/WKMA-NY/SK/A2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada
Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor :
S84/KPA.WI17-A4/OT1.1./1/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas Il Tahun 2025.

Menetapkan kembali nams-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan
ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama
Tanah Grogot Kelas 1 Tahun 2026,

Menugaskan Pejubat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan
Agama Tanah Grogot Kelas 1l Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana terlampir,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas terhitung sejak  Tanggal
2 Januari 2026 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2026.
Melaporkan semua kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari terdapat kekelirvan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

A

i | Tanah Grogot
1 2 Jumuari 2026
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Yih. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur;



L aenpriran Surat Kepunman Ketun Pengadifon Agmma Tanah Cirogo Kclas 11

Moo AVKEPAWIT-AVOTL 1 /12026
Tangpal 2 Jonasari 2006
Tentang : Penumjukan Pejabal Penpelolan Informes: den Doloumentoss (1110)

Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas 11

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS 11

DEWAN PERIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot
Hakim Pengadilan Apama Tanah Grogot
Panitern Pengadilan Agama Tanah Grogot

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTSI (PPID)
¢ Sekretaris Pengadilan Agama Tanah Grogot

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) @
Panitera Muda Hukum

PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) ;
1 Ponitera Muda Hukum

Panitera Muda Gugatan

Kasubbag PTIP

Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
Kasubbag Umum dan Keuangan

PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) :
I. Ahmad Amir Kasan, S.H.
2, Charisma Taufig Nur Raluiman, S.H.
3. Arivani Shoppia, S.H.
4. Ervina Ninda Pangesti, A Md.



1.mmovpriran 11

SK Ketwn Pengadilan Agama Tonsh Grogot enting Pejabit Pengelola Informuss  dan Dokamentasi
Nomaw S0KPA W T-A4CTD 012006

Tanggal - 2 Januari 2026

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PPID

I. Dewan Pertimbangan PPID

i

Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID . dalam menctapkan standar biaya perolehan salinan
Informasi di unit/ satuan kerjanya dalam hol salinan  Informasi - Publik perlu digandukan dengan
menggunakan sarana berbayar.

Memberikan  pertimbangun  kepada Atsan PP dalam menetapkan dan memutakhirkan  secarn
borkaln DIP di unit/ satusn kerjanyi

Memberikan  pertimbangan  kepuda Atsan PPID  dulam menyusun tanggapan alas keberntan
vang digjukun  oleh Pemohon Informasi vang menpajukan keberatan,

Memberikan pertimbangan kepada PPID . dalam pengujian tentang konsekuensi yang timbul
sehugaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik sehelum menyvatakan informasi publik lertentu dikecualikan,

Memberikan pertimbingan kepada Atasan PPID dalam hal terjodi sengheta Informast,
Memberikan pertimbangan Tain kepada Atasun PPID/PPID terkait pelaksanaan layonan Informasi
Publik di Pengadilan,

2. Atnsan PPID

a.

P
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Membangun dan mengembangkan sigem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif dan
efizien berbusis whnologi informasi di uniy saluan kerjunya

Mengangkat PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanun Informasi

Menganggarkan pembilayaan layanan Informasi.

Menyediakan suranu dan prassrana layanan informasi, termasuk  papen  pengumuman  dan meja
infirmasi unit/ saluan kerjanya serta situs resmi,

Menetapkin standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/ satuan kerjanya dalam  hal salinan
Informasi  Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar,

Menetapkan  dan memutakhickan secara berkala DIP di unit/ satuan kerjanyva.

Memberikin tanggapan atas keberatan yang diajukan olch Pemohon Informasi yang mengajukan
keberatun,

Membuat dan mengumumbkan laporan lentang Inyanan informos sesuai dengan Pedoman ini melalul
media -1 di umit’ smuan kerjuonya.

Melakukan evaluasi dun pengawasan techudap pelaksanasan layanan Informasi di unit’ satuun keranya
Mewakili univsatuan kerjanya di dalam proses penvelesaian sengheta di Komisi Informasi dan
pengadilan  atuy mewakilkon kepada kussanya.

Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan olch Dewan Pertimbangan

Menetaphan Standar Operasionul Prosedur (SO1*) baik secars manual maupun secary elektronik berupa:
pengumiiman informisi;

pengelulaan permohonan Informasi;

pengelolasn keberatan atas Informas;

pemanganan scngketa Informasi  Publik oleh Ataan PP,

penctapan dan pemutakhiun DIF;

. pengujian entang konsckucnsi;

pendokumentasion Informosi Publik; dan

8 pendokumentasion Informasi yang dikecualikan.

e I TR T okl

m. Atasan PPID yang berada di howah Mahkumah Agung menyusun SOP scbaguimany dimaksud pada

anghka 12 mengikuti standar melakukan dilingkungan Mohkomah Agung.



L. Menetupkan kebijakan layanan Informasi Publik,

2. Mengkoordinasikan pendokumeniasian seluruh Informasi dalam bentuk cetak atau elekironik yang
meliputi
o Indormasi yang wajib disediakan don divmumbkan secarn berkala.

b.  Informasi vang wujib tersedia setiop saal.
¢. Informusi terbuka lainnya vang diminta Pemohon Informasi.

3. Mengkoordinesikan  pendstuon Informasi & Penpadilan dolam rangha pembustan dan
pemutakhiron DIP paling kurang 2 (dua) koli dalam | {ssiu) tahun guna memasiikan
kelersedisan Informasi Publik dan jangks wakiu penyimpanan Informasi Publik,

4. Mengkoordinasikan pengumuman Informast yang wajlb diumumbkan secary berkala melalui media e-
LI atay media lainnya.

5. Mengkoordinasikan pemberian Informasi vang dapat diakses olen publik dengan Pelugas Layanan
Inlormasi,

fr.  Mclaksanakon ropat koordinusi dan ropai kerja secarn berkala  dan/ atay  sesumi  dengan
kebutuhan  dalam meloksanakan pelayanan Informasi Publik.

7. Moeminm  klsriffkasi  kepada PPID Peluksana  dond atou Petugas Lavanan Informasi dalum
mielaksanakan pelavanan Informasi Publik.

¥ Melakukan pengujian tentung konsckuensi yang timbul sehagasimana diatur dalum Pasal 19
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakn
Infiwmasi Publik tertontu dikecualikan.

9. Menyeriakan alasan tertulis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan
informasi ditolak.

10, Mengkoordinasikun  penghilaman  alw pengaburan Informasi yang dikecunlikan beserta
alasannys  kepada Petugns Loyanan Informasi,

Il. Mcengembangkan kapasites pengelola layanan  Informasi daam rangka memberikan layanan
secary prima (service excellent),

12, Mengkoordinasikan dan memastikon agar pengojusn keberatn Informasi diproses berdasarian
proscdur vang berfaku.

13, Melakukan koordinasi dengan kementeriin/Tembags terkait dolam pelaksanaan lavanan Informeasi
Mublik yang efekiif dun efisien,

14, Memperhatikan  pertimbangan  yang  disampaikan olch Dewan Pertimbangan.

15, Menetupkan laporan lovanan Informasi Publik

16, PPID hertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugns, tanggung jawab, dan
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4. Pelaksana PFPID
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Membaniu PPID melaksanakan tunggung jawsb, tuges, don kewenongannyn,
Mendokumentasikan seluruh Informasi dalum bentuk cetak ptay elekironik vang meliputi:

u.  Informasi yang wajib disedinkan dan divmumbkan scears berkalo;

b.  Informasi vang wajib tersedin setiap saat: dan

Informasi  terbukn lainnyva  yang dimints Pemohon Informiasi.

Membuanty PPID melokukan  pemutakbiran DIP - paling kurang 2 (dus) kal dalam | (satu)
Leshyin.

Membantu PPID mengumumkan Informusi vang wajib diumumkan secara berkala melalui media e-LID
ubau media lainnya,

Membantu PPID melakukian pengujion tenting konsekuensi yang timbul sebagnimana diatur dalam
Pasal 19 Undangs Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbubkaan Informasi  Publik
sebelum menvatakan Informast  Publik tertentu dikecualikan,



Membantu PPID menyusun alssan tertulis pengecuafion Informasi - secarn jelas dan tegas dalam hal
permohonnn Informasi ditolak.

Mengkoordinusiken  laoyanan  Informasi  Publik  dengan Petugas Layanan Informasi.
Membantu PPID dalem menyusun laporan layanan Informasi Poblik.

5. Petugas Layanan Informasi
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Memberikan lavanan secarn prima (service excellent) kepads Pemohon Informasi.

Mencrima dan memilah permohonan Informasi baik secara maneal maupun elektronik.
Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permobonan Informasi secars manual
rraaupin olektromik.

Mencruskan permohonan Informas] kepada PPID pelaksana,

Palam hal sudah tersedin sistem layanan informasi secara elektronik vang andal, petugas layanan
Informasi melakukan pendokumentasian schagaimana dimaksud pada angka 3 secara elektronik,

: Yanah Grogot
2 Januari 2026
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